
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Landasan Teoritis 

1. Pajak 

a. Pengertian Pajak 

Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam bidang tersebut 

memberikan bermacam-macam definisi tentang pajak, tetapi inti dari definisi 

tersebut mempunyai tujuan yang sama. 

Agar lebih jelas dan dapat memahami pengertian tentang apa yang 

dimaksud dengan pajak, maka dikemukakan beberapa definisi pajak sebagai 

berikut : 

Undang – undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan 

Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang 

No. 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa :  

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”. 

 

Menurut Dr. N. J. Feldmann  yang dikutip dalam buku karangan Siti Resmi 

(2011:2) bahwa: 

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan  sepihak oleh dan terutang kepada 

penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa 

adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup 

pengeluaran-pengeluaran umum.” 

 

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip dalam buku karangan Mardiasmo 

(2011:1) bahwa: 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) 



yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum.” 

 

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: 

(1) Iuran dari rakyat kepada negara 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang). 

(2) Berdasarkan undang-undang 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya. 

(3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat 

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

(4) Digunakan untuk membiayai rumaha tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

b.  Fungsi Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011: 1) ada dua fungsi pajak, yaitu: 

(1) Fungsi penerimaan (Budgetair) 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – 

pengeluarannya.  

(2) Fungsi mengatur (Regulerend) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Contoh: 

(1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi 

konsumsi minuman keras 

(2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 



mengurangi gaya hidup konsumtif. 

(3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk 

Indonesia di pasaran dunia. 

c. Jenis – Jenis Pajak 

Jenis – jenis pajak dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu: 

(1) Menurut Siti Resmi (2011 : 7) jenis pajak digolongkan menjadi dua, yaitu: 

(a) Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri 

oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada 

orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang 

bersangkutan. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh harus dibayar atau ditanggung oleh 

pihak – pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut. 

(b) Pajak Tidak Langsung adalah Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak 

langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan 

yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang 

atau jasa. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat 

pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini 

dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang 

tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit 

maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau 

jasa). 

(2) Menurut  Waluyo (2011 : 12) pajak menurut sifat dapat dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu: 



(a) Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti 

memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan 

(b) Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasrkan pada 

objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah 

(3) Menurut Mardiasmo (2011 : 6) pajak menurut lembaga pemungutnya dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

(a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak   

Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai. 

(b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Pajak Daerah terdiri atas : 

i) Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor 

ii) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak 

Hiburan 

d. Hukum Pajak 

Menurut Waluyo (2011 : 11) hukum pajak dibedakan menjadi dua, yaitu : 

(1) Hukum pajak materiil, memuat norma – norma yang menerangkan keadaan, 

perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek – objek), siapa yang 



dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu 

tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara 

pemerintah dan Wajib Pajak. Sebagai contoh : Undang-Undang Pajak 

Penghasilan. 

(2) Hukum pajak formal, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum 

pajak materiil menjadi kenyataan, hukum pajak formal ini memuat antara lain : 

(a) tata cara penetapan utang pajak 

(b) hak-hak fiskus untuk mengawasi Wajib Pajak mengenai keadaan, 

perbuatan, dan peristiwa yang dapat menimbulakan utang pajak 

(c) kewajiban Wajib Pajak sebagai contoh penyelenggaraan 

pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak mengajukan keberatan 

dan banding 

e. Tarif Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011: 9-10) ada empat macam tarif pajak, yaitu: 

(1) Tarif sebanding/proporsional 

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai 

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya 

nilai yang dikenai pajak. 

Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan 

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. 

(2) Tarif tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai 

nominal berapapun adalah Rp 3.000,00. 



(3) Tarif progresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak 

semakin besar. 

Contoh: Pasal 17 Undang – undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak 

orang pribadi  dalam negeri 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5% 

Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00 15% 

Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 25% 

Di atas Rp 500.000.000,00 30% 

 

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi: 

(a) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar 

(b) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap 

(c) Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil 

(4) Tarif degresif  

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak 

semakin besar. 

f. Asas Pemungutan Pajak 

Menurut Adam smith pada abad ke-18 dalam buku An Inguiry into the 

nature and Causes of  The Wealth of Nations yang dikutip dalam buku karangan 

Erly Suandy (2011: 25) terdapat empat macam asas pemungutan pajak, yaitu: 

(1) Equality 

Pembebanan pajak di antara Subjek Pajak hendaknya seimbang dengan 

kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di 



bawah perlindungan pemerintah. Dalam hal equality ini tidak diperbolehkan 

suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak. Dalam 

keadaan yang sama Wajib Pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan 

berbeda Wajib Pajak harus diperlakukan berbeda. 

(2) Certainty 

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal 

kompromi (not arbitrary). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan 

adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan 

mengenai pembayarannya. 

(3) Convenience of payment 

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu 

saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang 

dikenakan pajak. 

(4) Economic of collections 

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan 

sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. 

Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih 

besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh. 

g. Syarat Pemungutan Pajak 

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, 

maka menurut Mardiasmo (2011: 2-3) syarat-syarat pemungutan pajak sebagai 

berikut: 

(1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang – undang dan 

pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang – undangan 



diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan 

dengan kemampuan masing – masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya 

yakni dengan memberikan hak  bagi Wajib Pajak untuk mengajukan 

keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada 

Majelis Pertimbangan Pajak. 

(2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) 

Di Indonesia, pajak diatur  dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 

maupun warganya. 

(3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 

masyarakat. 

(4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga 

lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

(5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 

dipenuhi oleh undang – undang perpajakan yang baru. 

h. Stelsel Pajak 

Menurut Waluyo (2011 : 16) cara pemungutan pajak dibagi menjadi tiga 

stelsel, yaitu : 

(1) Stelsel nyata (riil stelsel) 

Pengenaan pajak disasrkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga 



pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah 

penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini 

adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru 

dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui). 

(2) Stelsel anggapan (fictive stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-

undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun 

sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya 

pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah 

pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. 

Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan 

yang sesungguhnya. 

(3) Stelsel campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel  nyata dan stelsel anggapan. 

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, 

kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang 

sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada 

pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. 

Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat 

diminta kembali. 

i. Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut  Siti Resmi (2011: 11) dalam memungut pajak dikenal beberapa 

sistem pemungutan, yaitu: 

(1) Official Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur perpajakan 



untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai 

dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam 

sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak 

sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, 

berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada 

aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan). 

(2) Self Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam 

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan 

peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, 

inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di 

tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menhitung pajak, mampu 

memahami undang – undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai 

kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. 

Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk: 

(a) Menghitung sendiri pajak yang terutang 

(b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang 

(c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang 

(d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang 

(e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang 

(3) With Holding System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang 

ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak 

sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. 

Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan 



perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan 

memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana 

perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan 

pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. 

j. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak 

Menurut Siti Resmi (2011: 12-13) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya 

utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu: 

(1) Ajaran Materiil 

Ajaran materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya 

undang – undang perpajakan. Dalam ajaran ini seseorang akan secara aktif 

menentkan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku. Ajaran ini konsisten dengan penerapan self 

assessment system. 

(2) Ajaran Formil 

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya 

surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Untuk menentukan apakah 

seseorang dikenakan pajak atau tidak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar, 

dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui dalam surat ketetapan 

pajak tersebut. Ajaran ini konsisten dengan penerapan official assessment 

system. 

Menurut Waluyo (2011 : 19) utang pajak akan berkahir atau terhapus jika 

terjadi hal – hal sebagai berikut: 

(1) Pembayaran 

Utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan dihapus karena pembayaran 

pajak yang dilakukan ke kas negara. 



(2) Kompensasi 

Keputusan yang ditujuksn kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan 

seseorang di luar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu, kompensasi 

terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran 

pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima Wajib Pajak 

sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang. 

Kompensasi ini dikenal dengan kompensasi pembayaran (perhatikan Pasal 11 

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). 

(3) Daluwarsa 

Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hak untuk melakukan 

penagihan pajak, daluwarsa telah lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak 

saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau 

tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini umtuk memberikan kepastian hukum 

kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi. Namun daluwarsa penagihan pajak 

tertangguhkan, antara lain dapat terjadi apabila diterbitkan Surat Teguran dan 

Surat Paksa. 

(4) Pembebasan 

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena 

ditiadakan. Pembebasan umunya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, 

tetapi terhadap sanksi administrasi. 

(5) Penghapusan 

Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi 

diberikannya karena keadaan Wajib Pajak, misalnya : keadaan keuangan Wajib 

Pajak. 

k. Hambatan Pemungutan Pajak 



Menurut Mardiasmo (2011: 8-9) hambatan terhadap pemungutan pajak 

dapat dikelompokkan menjadi: 

(1) Perlawanan Pasif 

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara 

lain: 

(a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat 

(b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat 

(c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. 

(2) Perlawanan Aktif 

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung 

ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya 

antara lain:  

(a) Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar 

undang – undang. 

(b) Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar 

undang – undang (menggelapkan pajak). 

2. Efektivitas 

Berikut beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli, antara lain 

sebagai berikut: 

a. Menurut Sondang P. Siagian (dalam Nana Adriana Erwis,2012 : 19), efektivitas 

adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara 

sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan 

yang dijalankannya. 

b. Menurut Mardiasmo (dalam Derlina Sutria Tunas, 2013 : 1525), efektivitas adalah 

ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya diman apabila suatu 



organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah 

berjalan efektif. 

c. Menurut Rahadjo (2011 : 170 dalam Derlina Sutria Tunas, 2013 : 1525), efektivitas 

adalah kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai 

dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat 

tercapai dengan hasil memuaskan. 

Menurut Derlina Sutria Tunas (2013 : 1525 ), pengertian efektivitas secara umum 

menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu 

ditentukan. Hal yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa 

besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya 

melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

3. Penagihan Pajak 

a. Pengertian Penagihan Pajak 

Salah satu kunci keberhasilan penerimaan pajak adalah kepatuhan Wajib 

Pajak dalam membayar pajak. Hanya saja, apabila Wajib Pajak ternyata tidak 

membayar pajak maka akan diberikan tindakan tegas untuk dapat memaksa Wajib 

Pajak tersebut melunasi utang pajaknya. Hal ini diwujudkan dalam bentuk 

penagihan pajak terhadap Wajib Pajak yang tidak atau belum melunasi utang 

pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, tindakan 

penagihan pajak merupakan hal yang sangat penting guna menunjang keberhasilan 

pemungutan pajak. 

Menurut Ida Zuraida dan L. Y. Hari Sih Advianto (2011: 37-38), definisi 

penagihan pajak sebagaimamna diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 19 Tahun 

1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah 



dengan UU No. 19 Tahun 2000, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar 

penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan 

menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, 

memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, 

melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Berdasarkan 

definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak merupakan 

serangkaian tindakan. Serangkaian tindakan ini dimulai dengan tindakan yang 

bersifat teguran atau peringatan, dan dilanjutkan dengan tindakan – tindakan yang 

lebih bersifat memaksa agar utang pajak dapat terlunasi. Serangkaian tindakan juga 

merupakan suatu prosedur yang harus dilalui dengan tujuan agar utang pajak dapat 

dilunasi. Tindakan penagihan pajak akan terhenti jika utang pajak menjadi tidak 

ada, baik dengan cara pelunasan sendiri penanggung pajak maupun karena proses 

keberatan, banding atau penghapusan/ pembetulan ketetapan pajak, dan pelunasan 

karena hasil penjualan barang sitaan. 

b. Dasar Penagihan Pajak 

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono (2013: 53-54), pada Pasal 

18 ayat 1 UU KUP menegaskan dasar penagihan pajak adalah: 

(1) Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). 

(2) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, 

yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. 

Pasal 46 PP No. 74 Tahun 2011 menyebutkan ketentuan jumlah pajak tersebut di 

atas termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan. 

c. Jadwal Penagihan Pajak  

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono (2013: 429-430), tindakan 



penagihan pajak berdasarkan urutan proses pelaksanaanya, alasan dilakukannya 

tindakan penagihan tersebut, dan waktu pelaksanaanya disajikan dalam tabel 

berikut: 

No Jenis Tindakan Alasan 

Waktu 

Pelaksanaan 

1 Penerbitan Surat Teguran atau 

Surat Peringatan atau surat lain 

yang sejenis 

(Pasal 8 sampai Pasal 11 Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor: 

24/PMK. 03/2008) 

Penanggung Pajak 

tidak melunasi 

utang pajaknya 

sampai dengan 

jatuh tempo 

Setelah 7 (tujuh) 

hari sejak jatuh 

tempo 

2 Penerbitan Surat Paksa 

(Pasal 7 UU No. 19/2000 dan Pasal 

15 sampai Pasal 23 Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor: 

24/PMK. 03/2008) 

Penanggung Pajak 

tidak melunasi 

utang pajaknya dan 

kepadanya telah 

diterbitkan Surat 

Teguran atau Surat 

Peringatan atau 

surat lain yang 

sejenis 

Setelah lewat 21 

(dua puluh satu) 

hari sejak 

diterbitkannya 

Surat Teguran atau 

Surat Peringatan 

atau surat lain yang 

sejenis 

3 Penerbitan Surat Perintah 

Melaksanakan Penyitaan 

(Pasal 12 UU No. 19/2000) 

Penanggung Pajak 

tidak melunasi 

utang pajaknya dan 

kepadanya telah 

Setelah lewat 2x24 

jam Surat Paksa 

diberitahukan 

kepada 
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ara garis besar  tindakan penagihan pajak dapat digambarkan dalam bagan sebagai 

berikut: 

Gambar 2.1 

Jadwal dan Alur Tindakan Penagihan Pajak 

 

 

 

 

 

 

 

diberitahukan Surat 

Paksa 

Penanggung Pajak 

4 Pengumuman Lelang 

(Pasal 26 Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor: 24/PMK. 

03/2008) 

Setelah 

pelaksanaan 

penyitaan ternyata 

Penanggung Pajak 

tidak melunasi 

utang pajaknya 

Setelah lewat 

waktu 14 (empat 

belas) hari sejak 

tanggal 

pelaksanaan 

penyitaan 

5 Penjualan/Pelelangan  Barang 

Sitaan 

(UU No. 19/2000 Pasal 26 dan 

Pasal 28 Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor: 24/PMK. 

03/2008) 

Setelah 

pengumuman 

lelang ternyata 

Penanggung Pajak 

tidak melunasi 

utang Pajaknya 

Setelah lewat 

waktu 14 (emapat 

belas) hari sejak 

Pengumuman 

Lelang 

SKP dan 

STP 

Surat 

Teguran 

Jatuh 

Tempo 7 Hari 

2
1

 H
ari 

Penjualan 

Langsung/ 

Pengumuman 

Lelang 

Surat 

Paksa 14 Hari 
Penyitaan 

2 x 24 Jam 



 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Ida Zuraida dan L. Y. Hari Sih Advianto (2011 : 39) 

d. Hak Mendahulu Penagihan Pajak 

Menurut Ida Zuraida dan L. Y. Hari Sih Advianto (2011 : 46) hak 

mendahulu adalah hak negara untuk mendapat pelunasan piutang sebelum 

melunasi piutang yang lain. Ketentuan mengenaihak mendahulu atas pelunasan 

diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 

(1) Untuk Tahun Pajak 2008 dan seterusnya dasar hukum yang digunakan adalah 

Pasal 21 UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan UU No. 16 Tahun 2009. 

(2) Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya berlaku ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) 

dan ayat (5) UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 

16 Tahun 2000. 

 

4. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran 

a. Definisi dan Tujuan Surat Teguran 

Menurut Ida Zuraida dan L. Y. Hari Sih Advianto (2011: 65) langkah awal 

dalam tindakan penagihan adalah penerbitan surat teguran. Surat teguran atau 

dapat juga disebut surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang 

1
0

 H
ari Pencegahan 

Penyanderaan 

Pelaksanaan 

Lelang 
14 Hari Pengumuman 

II 



diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak 

untuk melunasi utang pajaknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 

Undang – Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Langkah ini diambil 

sebagai peringatan agar penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya untuk 

menghindari dilakukannya tindakan penagihan. Surat teguran juga dimaksudkan 

agar penanggung pajak mempunyai kesempatan sampai dengan jangka waktu 14 

(emapat belas) hari, sebelum dilakukan upaya paksa dengan diterbitkannya surat 

paksa. 

b. Tata Cara Penerbitan Surat Teguran 

Dalam buku Penagihan Pajak oleh Ida Zuraida dan L. Y. Hari Sih Advianto 

(2011: 65-67), Pasal 27 ayat 5 PP Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak 

dan Kewajiban Perpajakan diatur bahwa dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi 

jumlah pajak yang masih dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pajak 

yang masih harus dibayar tersebut ditagih dengan terlebih dahulu menerbitkan 

surat teguran. Surat teguran tersebut diterbitkan setelah lewat 7 (tujuh) hari dari 

tanggal jatuh tempo pembayaran. 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008, tanggal 2 

Februari 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 

No. 85/PMK.03/2010 diatur bahwa mengenai saat penerbitan surat teguran, 

tergantung pada ada tidaknya sengketa dalam penetapan pajak sebagai berikut: 

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak 

yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan 

Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 

(SKPKBT), kepada Wajib Pajak disampaikan surat teguran setelah 7 (tujuh) 



hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak 

yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan 

Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan 

sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), atau Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), kepada Wajib Pajak 

disampaikan surat teguran seteleh 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo 

pengajuan banding. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak 

yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan 

Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas keputusan keberatan 

sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), kepada Wajib Pajak 

disampaikan surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo 

pelunasan pajak yang masih harus dibayar berdasarkan putusan banding. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh jumlah pajak yang masih harus 

dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kepada Wajib Pajak 

disampaikan surat teguran setelah 7 (tujuh) haris sejak saat jatuh tempo 

pelunasan. 

(5) Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

Tambahan (SKPKBT) setelah tanggal jatuh tempo pelunasan, tetapi sebelum 

tanggal diterima surat pemberitahuan untuk hadir oleh Wajib Pajak, kepada 

Wajib Pajak disampaikan surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal 

pencabutan pengajuan keberatan tersebut. 



Berbeda dari ketentuan di atas pajak jenis PBB dan Bea Perolehan atas 

Tanah dan Bangunan memiliki tanggal jatuh tempo pembayaran yang dihitung 

mulai dari tanggal surat diterima oleh Wajib Pajak. Surat Tagihan Pajak Pajak 

Bumi dan Bangunan (STPPBB) harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 

sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), Surat Ketetapan Bea Peolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT), serta Surat 

Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB), dan Surat 

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta 

Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka 

waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak. 

Dengan demikian, ketentuan saat penerbitan surat teguran dalam rangka 

penagihan pajak atas utang pajak bumi dan bangunan dan/atau bea perolehan hak 

atas tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam: 

(1) Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STPPBB) 

(2) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar 

(SKBKB) 

(3) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar 

Tambahan (SKBKBT) 

(4) Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB) 

(5) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan 

Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, 

disampaikan kepada Wajib Pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh 

tempo 



c. Penentuan Jatuh Tempo 

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono (2013: 430-431) Pasal 4 

s.d. 10 Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 sttdd No. 

85/PMK.03/2010 menyebutkan penentuan tanggal jatuh tempo diatur sebagai 

berikut: 

(1) Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), 

serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat 

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta 

Putusan Peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus 

dibayar bertambah, harus dilunasi  dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak 

tanggal diterbitkan. 

(2) Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, jangka waktu 

pelunasan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan. 

(3) Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STPPBB) harus dilunasi 

dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak. 

(4) SKPKB, SKPKBT, STP, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 

Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali dalam Bea 

atas Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan, yang menyebabkan 

jumlah bea yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka 

waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh Wajib Pajak. 

(5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, 

jangka waktu pelunasan pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir 

hasil pemeriksaan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal 

penerbitan Surat Keputusan Keberatan. 



(6) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan 

sehubungan SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh 

sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. 

5. Penagihan Pajak dengan  Surat Paksa 

a. Definisi, Penerbitan dan Tujuan Surat Paksa 

Menurut Ida Zuraida dan L. Y. Hari Sih Advianto (2011: 71) sesuai Pasal 1 

angka 12 Undang – Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, surat paksa 

adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat 

paksa diterbitkan dalam hal: 

(1) Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh 

tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat 

peringatan atau surat lain yang sejenis. 

(2) Terhadap penanggung telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. 

(3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam 

keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. 

Surat paksa diterbitkan untuk memerintahkan dengan paksa kepada 

penanggung pajak untuk melunasi utang pajak beserta biaya penagihan. Surat 

paksa dibuat dengan kepala surat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa”. Kepala surat ini sama seperti kepala surat yang tercantum dalam 

keputusan hakim di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa surat paksa telah 

memiliki kekuatan eksekutorial dan memiliki kedudukan hukum yang sama 

dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ini 

berarti bahwa juru sita sebagai petugas pelaksana surat paksa dapat melakukan 

eksekusi langsung (parate executie) atas barang – barang milik penanggung 

pajak, jika penanggung pajak tidak melakukan perintah yang dimaksud dalam 



surat paksa tersebut. 

b. Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa 

Tata cara pemberitahuan Surat Paksa diatur dalam Pasal 10 s.d 15 

Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 menyebutkan Surat Paksa 

dilakukan oleh Jurusita dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada 

Penanggung Pajak. 

c. Pemberitahuan Surat Paksa Kepada Wajib Pajak Orang Pribadi 

Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Surat Paksa diberitahukan kepada: 

(1) Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha, atau di tempat lain yang 

memungkinkan. 

(2) Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat 

usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung pajak yang bersangkutan tidak 

dapat dijumpai. 

(3) Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta 

peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan 

belum dibagi. 

(4) Para ahli waris, apabila Penanggung Pajak telah meninggal dunia dan harta 

warisan telah dibagi. 

d. Pemberitahuan Surat Paksa Kepada Wajib Pajak Badan 

Terhadap Wajib Pajak Badan Surat Paksa diberitahukan kepada: 

(1) Pengurus, pemegang saham, dan pemilik modal baik ditempat kedudukan 

badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain 

yang memungkinkan. 

(2) Pegawai tingkat pimpinan di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang 

bersangkutan apabila Jurusita tidak dapat menjumpai salah seorang tersebut di 



atas. 

e. Pemberitahuan Surat Paksa Kepada Wajib Pajak Pailit 

Apabila Wajib Pajak dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, Surat Paksa 

diberitahukan kepada Kurator atau Balai Harta Peninggalan dan Hakim Pengawas 

yang ditetapkan. Sedangkan terhadap Wajib Pajak Badan yang dinyatakan bubar 

atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang 

dibebani untuk melakukan pemberesan, atau Likuidator, atau Penerima Kuasa. 

f. Pemberitahuan Surat Paksa Kepada Wajib Pajak dalam Keadaan Khusus 

Apabila Surat Paksa tidak dapat diberitahukan kepada Wajib Pajak Orang 

Pribadi atau badan penanggung pajak, Surat Paksa disampaikan melalui aparat 

Pemda sekurang – kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa 

di mana Wajib Pajak bertempat tinggal atau melakukan kegiatan usahanya.  

Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat 

tinggalnya, atau tempat kedudukannya, pemberitahuan Surat Paksa dilaksanakan 

dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman di kantor pajak 

yang menerbitkannya dan atau mengumumkan Surat Paksa tersebut melalui media 

masa. 

g. Pemberitahuan Surat Paksa Kepada Wajib Pajak / Penanggung Pajak di Luar 

Wilayah Kerja Pejabat 

(1) Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa mengirimkan permintaan bantuan 

pelaksanaan Surat Paksa disertai Salinan Surat Paksa dan informasi mengenai 

Wajib Pajak / Penanggung Pajak kepada Pejabat lokasi pelaksanaan Surat 

Paksa. 

(2) Pejabat lokasi pelaksanaan Surat Paksa memberitahukan Surat Paksa kepada 

Wajib Pajak / Penanggung Pajak dimaksud sesuai prosedur baku, dan 



selanjutnya memberitahukan tindakan yang telah dilakukan disertai Salinan 

atau fotokopi Berita Acara  Pemberitahuan Surat Paksa dan Laporan 

Pelaksanaan Surat Paksa. 

6. Daluwarsa Penagihan 

UU KUP juga mengatur jangka waktu bagi Dirjen Pajak untuk melakukan 

penagihan pajak. Apabila sudah melampaui jangka waktu yang ditentukan maka hak 

untuk melakukan penagihan pajak tersebut menjadi daluwarsa. 

a. Jangka Waktu Hak Penagihan 

Pasal 22 UU KUP menegaskan hak untuk melakukan penagihan pajak 

termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah 

melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan: 

(1) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. 

(2) Surat Keputusan Pembetulan,Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding 

serta Putusan Peninjauan Kembali. 

Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan 

Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan 

permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, daluwarsa 

penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan 

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan 

Peninjauan Kembali. 

b. Tertangguhnya Daluwarsa Penagihan Pajak 

Daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila : 

(1) Diterbitkan Surat Paksa 

(2) Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak 



langsung 

(3) Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar Tamabahan 

(4) Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 

Daluwarsa penagihan pajak menjadi tertangguhkan dan dihitung 5 (lima) tahun 

sejak tanggal penerbitan atau pelaksanaan kegiatan tersebut di atas. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian Terdahulu yang berhubungan dengan efektivitas penagihan pajak 

dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

Nama 

Peneliti/Tahun 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Analisis 

Variabel 

Peneltian 

Hasil 

Penelitian 

Derlina Sutria 

Tunas (2013) 

Efektivitas 

Penagihan 

Tunggakan 

Pajak Dengan 

Menggunakan 

Surat Paksa 

Pada Kantor 

Pelayanan 

Pajak Pratama 

Manado 

Metode 

Deskriptif 

Penagihan 

tunggakan 

pajak dengan 

surat paksa 

Penagihan 

pajak pada 

Tahun 2011  

tergolong 

belum efektif 

karena masih 

banyaknya 

Wajib Pajak 

yang tidak 

dapat 

ditemukan oleh 

petugas pajak, 

kurangnya 

pengetahuan 

Wajib Pajak 

dan kesadaran 

pembayaran 

pajak oleh 

Wajib Pajak 

yang masih 



rendah. 

Sedangkan 

untuk 

penagihan pajak 

pada tahun 

2012 

mengalami 

peningkatan 

yang semakin 

efektif. 

Agustinus 

Paseleng, Agus T. 

Poputra, dan 

Steven J. 

Tangkuman (2013) 

Efektivitas 

Penagihan 

Pajak Dengan 

Surat Teguran 

Dan Surat 

Paksa Terhadap 

Penerimaan 

Pajak 

Penghasilan 

Pada Kantor 

Pelayanan 

Pajak Pratama 

Manado 

Metode 

deskriptif 

1. Penagihan 

pajak 

dengan surat 

teguran 

2. Surat paksa 

3.Penerimaan 

Pajak 

Penagihan 

tunggakan 

pajak 

penghasilan 

dengan surat 

teguran dan 

surat paksa 

pada KPP 

Pratama 

Manado 

berdasarkan 

pengujian 

dengan formula 

efektivitas dan 

klasifikasi 

pengukuran 

efektivitas 

tergo;ong tidak 

efektif karena 

memiliki 

persentase 

efektivitas 

berada di bawah 

60 %. Untuk 

kontribusi 

penagihan pajak 

dengan surat 

teguran dan 

surat pakasa 

terhadap 

penerimaan 

pajak 

penghasilan di 



KPP Pratama 

Manado 

berdasarkan 

pengujian 

dengan formula 

rasio 

penerimaan 

tunggakan 

pajak dan 

klasifikasi 

kriteria 

kontribusi, 

tergolong 

sangat kurang 

karena rasio 

kontribusinya 

berada pada 

kisaran 0,00% 

s.d. 10%. 

Nana Adriana 

Erwis (2012) 

Efektivitas 

Penagihan 

Pajak Dengan 

Surat Teguran 

Dan Surat 

Paksa Terhadap 

Penerimaan 

Pajak Pada 

Kantor 

Pelayanan 

Pajak Prtama 

Makassar 

Selatan 

Metode 

deskriptif 

komparatif 

1. Penagihan 

pajak 

dengan surat 

teguran 

2. Surat Paksa 

3.Penerimaan 

Pajak 

 

 

1. Penagihan 

pajak dengan 

surat teguran 

dan surat 

paksa 

mengalami 

peningkatan 

dari tahun  

2010 ke 

tahun 2011. 

2. Penagihan 

pajak dengan 

surat teguran 

dan surat 

paksa 

tergolong 

tidak efektif. 

3. Kontribusi 

penagihan 

pajak dengan 

surat teguran 

dan surat 

paksa 

terhadap 



penerimaan 

pajak 

tergolong 

sangat 

kurang. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Semakin tingginya tunggakan pajak di Indonesia setiap tahunnya sangat 

mempengaruhi penerimaan pajak negara. Pemerintah telah melakukan peningkatan 

dari sistem pemungutan pajak  yaitu official assessment system menjadi self 

assessment system. Dalam sistem ini,  Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh 

untuk menhitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. 

Maka dari itu, untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia perlu dilaksankan 

tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. 

Dasar penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak dalam Surat Tagihan 

Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar 

Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan  dan putusan 

Banding. Salah satu tindakan penagihan pajak yaitu pemberitahuan dengan surat 

teguran dan surat paksa kepada Wajib Pajak.  

Agar dapat efektif proses penagihan pajak dengan surat teguran dan surat 

paksa maka perlu meningkatkan kekuatan hukum sehingga penerimaan pajak negara 

menjadi meningkat. Maka dari itu, efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran 

dan surat paksa sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor 

penerimaan pajak.  

 

 

 



Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 
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